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                                                         KATA PENGANTAR 

 

 

Om Swastyastu 

 Puja pengastuti kami haturkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas 

asung kerta wara nugraha-Nya, sehingga Laporan pencairan Tunjangan Profesi Guru 

(TPG) Bulan Juni dapat selesai dengan baik dan sesuai dengan harapan. 

 Disusunnya laporan ini sebagai langkah dalam rangka reformasi birokrasi 

lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang 

bersih (clean government) yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Aparatur 

pemerintah harus bekerja sesuai dengan mekanisme yang berlaku, keuangan negara 

harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, 

efektif, transparan dan bertanggung jawab terwujud. Setiap aparatur pemerintah 

mempunyai kewajiban secara konstitusional untuk mempertanggungjawabkan 

penggunaan anggaran yang dikelolanya. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang, 

diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara.  

Pada pasal 3, UU Nomor 17 Tahun 2003 disebutkan bahwa keuangan negara 

dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, 

efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatutan. Demikian halnya program kegiatan pada Seksi Pendidikan Agama Islam tahun 

2024 semua biayanya dibebankan pada DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karangasem Nomor : 025-07.2.419928/2024 Tanggal 24 Nopember 2023. Salah satu 

program kegiatan pada Seksi Pendidikan Agama Islam adalah Pembayaran Tunjangan 

Profesi Guru PNS dan PPPK 2024 . 

Rampungnya laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan partisifasi aktif dari 

berbagai pihak. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem atas dukungannya 

2. Ka. Sub Bag. Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem beserta 

staf yang telah banyak membantu pelaksanaan kegiatan 

3. Bendahara, Perencana, dan Unit Pelaksana Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor 

Kementerian Agama  Kab. Karangasem atas partisipasi dan keterlibatannya selama 

kegiatan. 
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4. Guru-guru penerima TPG di Kabupaten Karangasem yang sudah mendukung 

jalannya kegiatan dengan mengumpulkan berkas tepat waktu tanpa ada masalah 

yang berarti 

Dengan keterbatasan kemampuan kami, sudah tentu laporan ini masih banyak 

kekurangannya. Oleh karena itu sumbangan pemikiran, saran dan kritik yang konstruktif 

dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan. Semoga Hyang Widhi, 

senantiasa melindungi serta menganugerahkan kebijaksanaan kepada kita semua. 

Sebagai akhir kata kami berharap semoga laporan yang sederhana ini bermanfaat. 

 

Om Santih, Santih, Santih Om 

 

 Amlapura, 31 Juli 2024  

        Kasi Pendidikan Islam 
 

 
 
        Isyatir Rodiyah, S.Ag 
        NIP. 196802122005012003 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, 

mengubah pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta tatalaku seseorang atau 

kelompok dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan 

bimbingan pengajaran dan pelatihan. Pendidikan hendaknya mampu 

menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang utuh, yaitu 

kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang 

terintegrasi. UU No. 2 Tahun 1989 menyatakan bahwa Pendidikan Nasional 

bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertaqwa terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa dan berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 

mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Dengan rumusan singkat di atas dapat dicermati bahwa Pembangunan 

Nasional adalah pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Ia tidak hanya 

cerdas otak, tetapi juga cerdas hati dan terampil. Sebab pendidikan merupakan 

suatu proses pengembangan sumber daya manusia jangka panjang. Untuk 

memperoleh hasil yang maksimal dalam bidang pendidikan maka diperlukan 

adanya tenaga pendidik yang berkualitas disamping juga terampil dalam 

bidangnya. Diperlukan adanya tenaga pendidik/guru yang inovatif dan mengikuti 

kemajuan jaman. Di jaman modernisasi seperti ini tenaga pendidik dituntut untuk 

menguasai IT dan tanggap terhadap informasi terkini karena informasi pendidikan 

mengalir dengan cepat lewat media elektronik yang dapat diakses oleh siapa saja 

termasuk juga peserta didik. Oleh karena itu tenaga pendidik/guru harus lebih 

cepat menyerap informasi dari peserta didiknya. Disamping itu tenaga pendidik 

juga harus terampil menggunakan media pembelajaran sehingga proses belajar 

mengajar menjadi menarik.  

Sebagai tenaga profesional, guru dipersyaratkan memiliki kualifikasi 

akademik S-1 (strata satu) atau D-4 (diploma empat) dalam bidang yang relevan 

dengan mata pelajaran yang diampunya dan menguasai kompetensi sebagai agen 

pembelajaran. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik S-1/D-4 dibuktikan 

dengan ijazah yang diperolehnya dari lembaga pendidikan tinggi sedangkan 

persyaratan relevansinya dibuktikan dengan kesesuaian antara bidang pendidikan 

yang dimiliki dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah. Sementara itu, 
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persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran (yang meliputi 

kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial) dibuktikan dengan sertifikat sebagai pendidik. 

Sesuai Rencana strategis Seksi Pendidikan Agama Islam Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karangasem yang bertujuan untuk meningkatkan 

mutu dan relevansi pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa, 

melakukan pemerataan pendidikan yang bermutu melalui penataan kelembagaan 

yang efisien. Untuk mencapai hal tersebut perlu disiapkan tenaga-tenaga pendidik 

yang handal dan berkompeten dengan dasar kualifikasi pendidikan yang sesuai. 

Program peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam salah satunya melalui 

peningkatan kualitas tenaga pendidik yang didukung dengan  memberikan 

Tunjangan Profesi Guru (TPG) dimaksud. 

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk meningkatkan 

kualitas serta memberikan motivasi tenaga pendidik agar mampu meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar sehingga akan tercapai peningkatan mutu 

pendidikan yaitu dengan memberikan penghargaan sebagai tambahan 

kesejahteraan bagi guru agama Hindu. Disamping itu kegiatan ini memiliki tujuan 

untuk mendorong/memotivasi guru untuk selalu memiliki kemauan meningkatkan 

kualitas dirinya sehingga akan terjadi peningkatan kualitas proses belajar 

mengajar di sekolah dan sekaligus akan tercapai peningkatan kualitas pendidikan. 

  Dalam merealisasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) perlu juga 

mempertimbangan proses verivikasi berkas dari guru bersangkutan, terutama di 

era digital seperti saat ini, mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan 

zaman yang nantinya akan mempermudah kita melakukan validasi data tanpa 

harus menggunakan konsep lama yaitu pengumpulan berkas secara manual. 

Sebelum pencairan Tunjangan Profesi Guru di laksanakan, tim verivikasi berkas 

TPG sudah mempersiapkan Link dari Google form untuk dipergunakan guru dalam 

mengupload berkas secara elektronik, hal ini semata-mata di lakukan untuk 

mempermudah guru dalam mengirimkan berkas TPG tanpa harus jauh-juah ke 

tempat tujuan untuk membawa berkas manualnya untuk di verivikasi.  

  Tahun 2022 kementerian Agama kabupaten Karangasem khususnya Seksi 

Pendidikan Islam telah meluncurkan sistem untuk mempermudah guru dalam 

mengirimkan berkas Tunjangan Profesi Guru berbasis online yang diberinama Sila 

Pendis-E.  
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1.2 RENCANA KEGIATAN 

1. Nama Kegiatan :   Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran 

Pendidikan Islam 

2. Output : Layanan Perkantoran 

3. Sub Output :  Tunjangan 

4. Komponen Kegiatan/Akun :   Pembayaran Tunjangan 

(Belanja Tunjangan Profesi Guru PNS dan 

PPPK) 

 

1.3  Dasar Pelaksanaan   

 Yang menjadi dasar hukum dalam Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) 

PNS dan PPPK adalah sebagai berikut : 

- Undang-undang Nomor 8  tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan); 

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang 

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; 

- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004; 

- Peraturan Presiden RI Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga 

atas Peraturan Presiden  Republik Indonesia  Nomor 9 Tahun 2005 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Negara Republik Indonesia; 

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 

Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian 

Negara Republik Indonesia; 

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2004 tentang 

Perubahan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
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sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 72 Tahun 2004; 

- Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme 

Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja di 

Lingkungan Departemen Agama; 

- Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Departemen Agama; 

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 11 Tahun 2008; 

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru ; 

- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karangasem Nomor : 025.07.2.419928/2023   tanggal 24 

Nopember 2023; 

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7232 Tahun 2023 

Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran tunjangan Profesi guru dan Pengawas 

Pendidikan Agama Islam; 

- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7174 Tahun 2023 

Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran tunjangan Profesi bagi guru, kepala, 

dan pengawas Madrasah. 

  
 

1.4  Maksud dan Tujuan :  

Adapun maksud dan tujuan yag ingin dicapai dalam kegiatan 

pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS dan PPPK adalah : 

1. Meningkatkan kualitas SDM tenaga pendidik/guru  

2. Meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

3. Meningkatkan mutu pendidikan  

 

1.5  Anggaran : 

 Biaya dalam pelaksanaan kegiatan pemberian Tunjangan Profesi 

Guru (TPG) PNS dan PPPK dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 

(DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem Nomor : 

025.07.2.419928/2024   Tanggal 24 Nopember 2023  dengan jumlah anggaran 

Rp. 6.954.578.960,- . Anggaran tersebut diperuntukkan untuk merealisasikan 
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Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK kepada 107 orang yang telah lulus 

sertifikasi yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 
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BAB II 

PELAKSANAAN DAN REALISASI BIAYA BELANJA  

TUNJANGAN PROFESI GURU PNS  

 

 
2.1 PELAKSANAAN  

1. Waktu dan Teknis Pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG) 

Pemberian Tunjangan Profesi Guru dilaksanakan pada satu tahun 

anggaran yaitu tahun 2024 yang direalisasikan sesuai tahapan yang ada sebagai 

berikut; 

a. Alur Pelayanan Sila Pendis-e  

Guru bersangkutan pertama-tama mengakses Web kemudian pilih Seksi 

Pendidikan Islam dan klik Sila Pendis-E yang sudah disediakan, setelah 

berhasil masuk maka Guru akan disediakan beberapa pilihan layanan 

pada Sila Pendis-e. Diantaranya ada Sila Rama untuk Guru Madrasah 

dan Sila Paise untuk Guru PAI. 

b.  Alur verivikasi Berkas TPG yang ada di Sila Pendis-e 

Guru, kepala dan Pengawas yang telah tersertifikasi mengupload 

berkas  melalui Aplikasi Sila Pendis-E dan diperiksa oleh Tim Penerima 

Berkas TPG, jika berkas yang diupload guru sudah lengkap maka akan 

diseleksi oleh Tim Verifikasi Administrasi TPG, dalam verifikasi berkas 

TPG yang tidak memenuhi syarat sertifikasi maka pembayaran TPG pada 

guru bersangkutan akan dihentikan.  

Tunjangan Profesi Guru (TPG) Madrasah akan terealisasikan apabila 

sudah memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:  

1. SKAKPT/S36 

2. Absen Simpatika S35 

3. Absen Pusaka 

Tunjangan Profesi Guru (TPG) PAI akan terealisasikan apabila sudah 

memenuhi beberapa ketentuan sebagai berikut:  

1. Absen Siaga 

2. Absen Pusaka 

3. E-Kinerja 

 Berkas TPG diupload lengkap seperti diatas setiap awal semeseter. 

Berkas yang diupload bertujuan untuk mengetahui Guru yang 

bersangkutan memenuhi syarat atau tidak untuk menerima TPG. 
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Setelah hal tersebut diketahui maka ditetapkan guru yang berhak 

menerima Tunjangan Profesi Guru dengan Surat Keputusan Kepala 

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.  

 

2. Sasaran Strategis:  

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

Realisasi belanja Tunjangan Profesi Guru PNS dan PPPK adalah : 

a. Terealisasikannya Tunjangan Profesi Guru dengan tepat sasaran ; 

b. Adanya peningkatan kualitas proses belajar mengajar di Madrasah dan 

Pendidikan Agama Islam pada Sekolah; 

c. Tercapainya peningkatan motivasi mengajar Guru; 

d. Tercapainya peningkatan kinerja Guru. 

 
3. Indikator Kinerja : 

  Yang menjadi indikator dalam pelaksanaan Realisasi Belanja Tunjangan 

Profesi Guru PNS dan PPPK adalah : 

- Guru dapat menerima Tunjangan Profesi Guru 

- Guru dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar  

- Guru dapat termotivasi dalam melaksanakan tugasnya  

- Guru dapat meningkatkan kinerjanya 

 
4. Target : 

 Target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Realisasi Belanja Tunjangan 

Profesi Guru PNS dan PPPK adalah : 

1. Seluruh Guru yang telah lulus sertifikasi serta memenuhi persyaratan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat menerima 

Tunjangan Profesi Guru. 

2. Seluruh Guru yang telah lulus sertifikasi serta memenuhi persyaratan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. 

3. Seluruh Guru yang telah lulus sertifikasi serta memenuhi persyaratan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku termotivasi untuk 

melaksanakan tugasnya. 

4. Seluruh Guru yang telah lulus sertifikasi serta memenuhi persyaratan 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat 

meningkatkan kinerjanya. 
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5. Hasil Yang Diproleh  : 

 Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan Belanja Tunjangan Profesi 

Guru PNS dan PPPK adalah sebagai berikut :  

- Guru dapat menerima Tunjangan Profesi Guru; 

- Guru penerima TPG dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar; 

- Guru penerima TPG dapat termotivasi untuk melaksanakan tugasnya; 

- Guru penerima TPG dapat meningkatkan kinerjanya. 

 
6. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan 

  Tunjangan Profesi Guru diberikan kepada Guru, Kepala dan Pengawas 

yang telah lulus sertifikasi dan memenuhi persyaratan sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku antara lain : memiliki Sertifikat Pendidik, 

memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), memiliki beban kerja minimal 24 jam 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 Sebelum Tunjangan Profesi Guru dibayarkan maka terlebih dahulu 

dilakukan pengajuan permohonan ijin pelaksanaan kegiatan kepada Kepala 

Kantor/Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karangasem. Setelah permohonan ijin pelaksanaan kegiatan disetujui maka TIM 

verivikasi berkas TPG menginformasikan kepada seluruh guru yang Lulus 

Sertifikasi untuk mengupload berkas TPG melalui Aplikasi Sila Pendis-E.  

 Tahap selanjutnya dilakukan verivikasi berkas yang di upload oleh guru 

yang bersangkutan. Jika berkas yang di upload sudah benar dan lengkap, maka 

di lanjutkan kepada bagian keuangan untuk diamprahkan ke KPPN Amlapura yang 

sebelumnya dibuatkan daftar nominatif dan administrasi lainnya yang dibutuhkan 

sebagai persyaratan untuk mengajukan amprah ke KPPN.  

 Tunjangan Profesi Guru (TPG) diberikan kepada guru, kepala, dan pengawas 

tahun anggaran 2024 yaitu direalisasikan setiap bulan dihitung dari gaji pokok 

masing-masing atau sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia pada Daftar 

Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karangasem. Setelah anggaran TPG dibayarkan melalui rekening masing-masing 

maka dilakukan penandatanganan Daftar Nominatif penerima Tunjangan Profesi 

Guru yang kemudian dilanjutkan dengan penyelesaian laporan 

Pertanggungjawaban Kegiatan untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.  
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2.2 Realisasi Biaya Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) 

 Tunjangan Profesi Guru (TPG) direalisasikan setiap bulan dalam satu tahun 

anggaran. Pencairan pada bulan Juni tahun anggaran 2024 telah direalisasikan 

pada bulan Juli 2024 kepada 107 orang guru yang lulus sertifikasi dengan total 

anggaran sebelum dipotong pajak sebesar Rp. 438.148.800,-.  
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BAB III 

EVALUASI PELAKSANAAN DAN REALISASI BIAYA BELANJA  

TUNJANGAN PROFESI GURU PNS 

 

3.1 Hasil Pengukuran Kinerja  

Secara umum terealisasinya Tunjangan Profesi Guru (TPG) bagi Guru, 

Kepala dan Pengawas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem 

Tahun Anggaran 2024 dapat dilaksanakan dengan baik. Kesejahteraan guru dapat 

ditingkatkan sehingga dapat termotivasi dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya sehingga akan dapat meningkatkan proses belajar mengajar.  

 

3.2 Keberhasilan Kinerja 

Target kinerja yang telah dicapai dalam merealisasikan Biaya Belanja 

Tunjangan Profesi Guru (TPG) antara lain : 

1. Terealisasinya biaya belanja Tunjangan Profesi Guru kepada guru, kepala 

dan Pengawas. 

2. Guru, kepala dan Pengawas yang memenuhi syarat dapat menerima 

Tunjangan Profesi Guru (TPG) sesuai dengan anggaran yang tersedia.  

3. Guru penerima TPG dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar 

di sekolah. 

4. Guru penerima TPG dapat termotivasi untuk melaksanakan tugasnya 

5. Guru penerima TPG dapat meningkatkan kinerjanya. 

 

3.3 Hambatan/Kendala  

Dalam merealisasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2024  

tentunya ada berbagai masalah dan hambatan yang perlu diperhatikan. Adapun 

hambatan-hambatan tersebut adalah : 

- Membutuhkan banyak tenaga, energi dan waktu untuk memeriksa dan 

memverifikasi setiap berkas permohonan yang diupload oleh calon 

penerima TPG. 

- Beberapa guru mengalami kesulitan dalam menguplod berkas TPG karena 

Signal di daerahnya tidak bagus. 

  
3.4 Solusi dan langkah Antisipatif yang Dipakai 

1. Meminta bantuan beberapa pihak untuk membantu dalam verifikasi 

berkas. 
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 BAB IV 

PENUTUP 
 

4.1 Simpulan 

Dari uraian kegiatan pencairan Biaya Belanja Tunjangan Profesi Guru 

(TPG) dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat terealisasi dengan baik. 

2. Guru, kepala dan Pengawas telah melaksanakan tugas dengan baik 

dan kualitas proses belajar mengajar meningkat. 

3. Guru, kepala dan Pengawas telah termotivasi untuk meningkatkan 

kualitas dirinya sehingga akan tercapai peningkatan kualitas/mutu 

pendidikan. 

 
4.2 Saran-Saran 

Mengingat adanya beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi 

dalam merealisasikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dapat diajukan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Guru, kepala dan Pengawas yang telah menerima Tunjangan 

Profesi Guru (TPG) agar menggunakannya dengan sebaik-baiknya 

untuk peningkatan kualitas dirinya sehingga akan dapat meningkatkan 

kualitas proses belajar mengajar yang pada akhirnya akan berimbas 

pada peningkatan kualitas pendidikan.  

2. Kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem 

dimohon untuk tetap memberikan motivasi dan masukan agar lebih 

maksimalnya kegiatan pada Seksi Pendidikan Agama Islam. 

3. Kepada Tim Auditor untuk memberikan bimbingan dan tuntunan 

apabila ditemukan kekeliruan dalam kegiatan dan penyusunan laporan 

ini 

 

  Amlapura, 31 Juli 2024   
 Kasi Pendidikan Islam 

 
 

 
                Isyatir Rodiyah, S.Ag 
       NIP. 196802122005012003 
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LAMPIRAN - LAMPIRAN 
 

































KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

hal : 1 dari 1 halaman
tanggal cetak : 25-07-24 10:48:38 oleh : 419926

DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00344T/419926/2024    

No Nomor SP2D
Tanggal Selesai

SP2D
Tanggal SP2D Nilai SP2D Nomor Invoice Tanggal Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi

Cek Detail
Akun

Pilih 

1 241541305000166 15-07-2024 16-07-2024 346,750,040 00344T/419926/2024 15-07-2024 NON GAJI NON GAJI
Pembayaran Belanja Pegawai berupa
Tunjangan Profesi Guru Bulan Juni Tahun
2024 untuk 91 Pegawai

Cek Akun





























KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

hal : 1 dari 1 halaman
tanggal cetak : 25-07-24 10:48:09 oleh : 419926

DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00345T/419926/2024    

No Nomor SP2D
Tanggal Selesai

SP2D
Tanggal SP2D Nilai SP2D Nomor Invoice Tanggal Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi

Cek Detail
Akun

Pilih 

1 241541305000167 15-07-2024 16-07-2024 42,990,920 00345T/419926/2024 15-07-2024 NON GAJI NON GAJI
Pembayaran Belanja Pegawai berupa
Tunjangan Profesi Guru Bulan Juni Tahun
2024 untuk 14 PPPK

Cek Akun





















KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM

hal : 1 dari 1 halaman
tanggal cetak : 25-07-24 10:38:20 oleh : 419926

DAFTAR SP2D SATKER

Nomor Invoice : 00357T/419926/2024    

No Nomor SP2D
Tanggal Selesai

SP2D
Tanggal SP2D Nilai SP2D Nomor Invoice Tanggal Invoice Jenis SPM Jenis SP2D Deskripsi

Cek Detail
Akun

Pilih 

1 241541305000169 16-07-2024 16-07-2024 8,183,970 00357T/419926/2024 16-07-2024 NON GAJI NON GAJI
Pembayaran Belanja Pegawai berupa
Tunjangan Profesi Guru Bulan Juni Tahun
2024 untuk 2 Pegawai

Cek Akun


















